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	1. PENGAWASAN BERBASIS RISIKO
PERUSAHAAN  PEMBIAYAAN
SYARIAH DAN UUS PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN
Training of Trainers IKNB Syariah
September 2022
 


	2. DASAR HUKUM
• Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan
Pembiayaan (POJK 10/2019);
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola
Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (POJK 30/2014);
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola
Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (POJK 29/2020);
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 Tentang Penilaian Tingkat
Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (POJK 28/2020);
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 Tentang Rencana Bisnis
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (POJK 24/2019);
 


	3. DASAR HUKUM (2)
•  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK 44/2020);
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2019 Tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
(POJK 12/2019);
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2019 Tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
(POJK 23/2019);
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2017 Tentang Penggunaan Jasa
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK
13/2017);
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi
dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
(POJK 76/2016);
 


	4. DASAR HUKUM (3)
•  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan
Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK 18/2018);
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan
Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
(POJK 51/2017);
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan
Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (POJK
47/2014);
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan
Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan
Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
 


	5. DASAR HUKUM (4)
•  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
(SEOJK 30/2017);
• Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.07/2017 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
(SEOJK 31/2017).
• Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan
Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Dari Perusahaan Pembiayaan
(SEOJK 4/2016)
• Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2019 Tentang Perubahan Atas
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan
Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Dari Perusahaan Pembiayaan
(SEOJK 27/2019);
 


	6. DASAR HUKUM (5)
•  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.05/2019 Tentang Rencana Bisnis
Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (SEOJK 23/2019);
• Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat
Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
 


	7. PELAKU PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  SYARIAH
Perusahaan Pembiayaan
Syariah
Jun-21 Dec-21 May-22 Jun-22
Full Pledge 5 5 4 4
UUS (Unit Usaha Syariah) 28 28 28 28
Total 33 33 32 32
 


	8. KINERJA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  SYARIAH
76.83% 74.49%
80.74% 81.80%
88.47% 88.29%
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	9. SEBARAN PIUTANG PEMBIAYAAN  DAN NPF
PIUTANG PEMBIAYAAN NPF
Kantor Regional 1 2.831,00 2,45%
BANTEN 945,77 1,67%
DKI JAKARTA 1.885,23 2,83%
Kantor Regional 2 2.889,55 2,21%
JAWA BARAT 2.889,55 2,21%
Kantor Regional 3 994,77 2,01%
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 194,75 0,49%
JAWA TENGAH 800,02 2,38%
Kantor Regional 4 1.286,21 2,14%
JAWA TIMUR 1.286,21 2,14%
Kantor Regional 5 4.216,38 1,15%
KEPULAUAN RIAU 55,32 0,48%
NANGGROE ACEH DARUSSALAM 2.648,16 0,93%
RIAU 543,49 1,06%
SUMATERA BARAT 480,75 1,74%
SUMATERA UTARA 488,66 1,91%
Kantor Regional 6 3.398,91 1,02%
GORONTALO 145,19 1,62%
M A L U K U 15,90 0,86%
MALUKU UTARA 114,19 0,24%
P A P U A 22,94 0,95%
PAPUA BARAT 24,48 0,36%
SULAWESI BARAT 188,39 0,75%
SULAWESI SELATAN 1.762,26 0,99%
SULAWESI TENGAH 704,03 1,31%
SULAWESI TENGGARA 363,65 0,47%
SULAWESI UTARA 57,89 2,96%
Kantor Regional 7 737,31 1,82%
BANGKA BELITUNG 40,98 0,44%
BENGKULU 69,38 2,89%
JAMBI 167,90 1,29%
LAMPUNG 113,19 3,25%
SUMATERA SELATAN 345,85 1,55%
Kantor Regional 8 155,77 1,78%
BALI 66,16 0,66%
NUSA TENGGARA BARAT 68,28 3,20%
NUSA TENGGARA TIMUR 21,33 0,72%
Kantor Regional 9 1.026,30 1,33%
KALIMANTAN BARAT 164,69 0,16%
KALIMANTAN SELATAN 328,29 2,22%
KALIMANTAN TENGAH 99,31 1,29%
KALIMANTAN TIMUR 432,36 1,12%
KALIMANTAN UTARA 1,65 0,51%
Grand Total 17.536,19 1,67%
 


	10. SIKLUS PENGAWASAN
  



	12. TAHAPAN PENILAIAN
TINGKAT KESEHATAN
  


	13. FAKTOR PENILAIAN
TINGKAT KESEHATAN
LJKNB  SECARA INDIVIDUAL
 


	14. JENIS RISIKO DI
PERUSAHAAN  PEMBIAYAAN
Definisi:
risiko akibat ketidaktepatan dalam mengambil
keputusan dan/atau pelaksanaan suatu
keputusan strategis serta kegagalan dalam
mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis
Sumber risiko strategis dapat disebabkan antara
lain:
a. kelemahan dalam proses formulasi strategi
dan ketidaktepatan dalam perumusan
strategi
b. sistem informasi manajemen yang kurang
memadai
c. hasil analisis lingkungan internal dan
eksternal yang kurang memadai
d. penetapan tujuan strategi yang terlalu
agresif
e. ketidaktepatan dalam implementasi
strategi, dan
f. kegagalan dalam mengantisipasi
perubahan lingkungan bisnis seperti
perubahan teknologi, perubahan kondisi
ekonomi makro, kompetensi di pasar, dan
perubahan kebijakan otoritas terkait
Definisi:
risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia,
kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian
eksternal yang memengaruhi operasional
Perusahaan
Sumber risiko operasional dapat disebabkan
antara lain :
a. kelemahan sumber daya manusia
b. kelemahan proses internal
c. sistem dan infrastruktur yang kurang
memadai, serta
d. kejadian eksternal yang berdampak buruk
terhadap LJKNB
Risiko Strategis Risiko Operasional
 


	15. JENIS RISIKO DI
PERUSAHAAN  PEMBIAYAAN
Definisi:
risiko akibat kegagalan pihak lain dalam
memenuhi kewajiban kepada LJKNB, termasuk
risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko
konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan
settlement risk
Sumber risiko kredit antara lain ditimbulkan
dari:
a. seluruh aktivitas LJKNB yang kinerjanya
bergantung pada kinerja debitur, kinerja
pihak lawan (counterparty), dan/atau
penerbit (issuer)
b. penyaluran pembiayaan yang
terkonsentrasi, antara lain pada debitur,
wilayah geografis, produk, jenis
pembiayaan atau lapangan usaha tertentu,
yang lazim disebut risiko konsentrasi
pembiayaan dan diperhitungkan dalam
penilaian risiko inheren
Definisi:
risiko pada posisi aset,
liabilitas, ekuitas, dan
rekening administratif
termasuk transaksi derivatif
akibat perubahan secara
keseluruhan dari kondisi
pasar
Sumber risiko pasar antara lain
meliputi:
a. risiko suku bunga, risiko nilai
tukar, risiko komoditas, dan
risiko ekuitas
b. penerapan manajemen
risiko untuk risiko ekuitas
diterapkan oleh LJKNB yang
melakukan konsolidasi
dengan Perusahaan Anak
Risiko Kredit Risiko Pasar
 


	16. JENIS RISIKO DI
PERUSAHAAN  PEMBIAYAAN
Definisi:
risiko akibat ketidakmampuan LJKNB untuk
memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber
pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid yang
dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas,
tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan
LJKNB
Sumber risiko likuiditas antara lain ditimbulkan
dari:
ketidakmampuan LJKNB melikuidasi aset tanpa
terkena diskon yang material karena tidak adanya
pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market
disruption) yang parah, yang disebut sebagai
risiko likuiditas pasar (market liquidity risk)
Definisi:
risiko yang timbul akibat tuntutan hukum
dan/atau kelemahan aspek hukum
Sumber risiko hukum antara lain
ditimbulkan dari:
a. ketiadaan dan/atau perubahan
peraturan perundang-undangan
atau kelemahan perikatan, seperti
tidak dipenuhinya syarat sahnya
kontrak atau pengikatan agunan
yang tidak sempurna sehingga
menyebabkan suatu transaksi yang
telah dilakukan oleh LJKNB menjadi
tidak sesuai dengan ketentuan, dan
b. proses litigasi yang timbul dari
gugatan pihak ketiga terhadap LJKNB
maupun LJKNB terhadap pihak
ketiga
Risiko Likuiditas Risiko Hukum
 


	17. JENIS RISIKO DI
PERUSAHAAN  PEMBIAYAAN
Definisi:
risiko yang timbul akibat LJKNB tidak mematuhi
dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Sumber risiko kepatuhan antara lain ditimbulkan
dari:
perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas LJKNB
yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan dan perilaku
organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas LJKNB yang
menyimpang atau bertentangan dengan standar
yang berlaku secara umum
Definisi:
akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku
kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif
terhadap LJKNB
Sumber risiko reputasi antara lain ditimbulkan dari:
adanya pemberitaan media dan/atau rumor
mengenai LJKNB yang bersifat negatif, serta strategi
komunikasi LJKNB yang kurang efektif
Risiko Kepatuhan Risiko Reputasi
 


	18. LAPORAN HASIL PENILAIAN
SENDIRI  TINGKAT KESEHATAN
LJKNB
LJKNB wajib melakukan pengkinian
self assesment Tingkat Kesehatan
LJKNB sewaktu-waktu apabila
diperlukan.
Hasil self assessment Tingkat
Kesehatan LJKNB yang telah
mendapatkan persetujuan Direksi
wajib disampaikan kepada Dewan
Komisaris
 


	19. MEKANISME PENILAIAN
TINGKAT KESEHATAN
PP  SYARIAH DAN UUS PP
Sesuai Pasal 17 ayat (1) POJK 28/2020, laporan disampaikan secara dalam
jaringan (online) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa
Keuangan.
Dikarenakan saat ini sistem belum tersedia, oleh karena itu laporan
disampaikan melalui email kepada OJK
 


	20. PERINGKAT KOMPOSIT
TINGKAT KESEHATAN  LJKNB
SECARA INDIVIDU
 



	22. TINDAK LANJUT HASIL
PENILAIAN  TINGKAT
KESEHATAN LJKNB
 


	23. PENEGAKAN KEPATUHAN
  


	24. LAPORAN KEUANGAN
NAMA LAPORAN  PERIODE
PENYAMPAIAN
DASAR HUKUM SANKSI KETERANGAN
Laporan Keuangan Bulanan Pasal 100 ayat (1)
POJK 10/2019
Pasal 3 POJK 3/2013
SEOJK 27/2019
• Teguran tertulis
pertama
• Teguran tertulis
kedua
• Teguran tertulis
ketiga
Full Fledge dan UUS
Laporan Keuangan
Tahunan yang diaudit oleh
Akuntan
Publik
Tahunan Pasal 100 dan Pasal
101 POJK 10/2019
• Pemberitahuan
• Peringatan
• Pembekuan
Kegiatan Usaha
• Pencabutan Izin
Usaha
Full Fledge
Laporan Pengumuman
Posisi Keuangan dan Laba
Rugi Komprehensif
Tahunan Pasal 103 POJK
10/2019
• Pemberitahuan
• Peringatan
• Pembekuan
Kegiatan Usaha
• Pencabutan Izin
Usaha
Full Fledge
 


	25. LAPORAN NON KEUANGAN
NAMA  LAPORAN PERIODE
PENYAMPAIAN
DASAR HUKUM SANKSI KETERANGAN
Laporan Penerapan Tata Kelola
yang Baik bagi Perusahaan
Pembiayaan
Tahunan Pasal 57 dan 58
POJK 30/2014
sebagaimana telah
diubah melalui
POJK 29/2020
• Peringatan; dan/atau
• Penilaian Kembali
Kemampuan dan
Kepatutan
Full Fledge
Laporan Hasil Penilaian Sendiri
Tingkat Kesehatan LJKNB
Tahunan Pasal 4 POJK
28/2020
• Peringatan Tertulis Full Fledge dan UUS
hanya profil risiko
Laporan Penerapan Strategi
Anti Fraud
Tahunan (bagian
dalam laporan
Penerapan Tata
Kelola)
Pasal 61 ayat (1)
huruf a POJK
10/2019
• Peringatan
• Pembekuan Kegiatan
Usaha
• Pencabutan Izin Usaha
Full Fledge
Laporan Rencana Bisnis Tahunan Pasal 8 POJK
24/2019 dan
SEOJK 23/2019
• Peringatan Tertulis;
• Penurunan hasil penilaian
tingkat risiko atau tingkat
kesehatan; dan/atau
• Pelaksanaan penilaian
kembali Pihak Utama
Full Fledge dan UUS
 


	26. LAPORAN NON KEUANGAN
NAMA  LAPORAN PERIODE
PENYAMPAIAN
DASAR HUKUM SANKSI KETERANGAN
Laporan Realisasi Rencana
Bisnis
Semesteran Pasal 14 POJK
24/2019 dan
SEOJK 23/2019
• Peringatan Tertulis;
• Penurunan hasil
penilaian tingkat risiko
atau tingkat kesehatan;
dan/atau
• Pelaksanaan penilaian
kembali Pihak Utama
LJKNB
Full Fledge dan UUS
Laporan Pengawasan
Rencana Bisnis
Semesteran Pasal 15 POJK
24/2019 dan
SEOJK 23/2019
• Peringatan Tertulis;
• Penurunan hasil
penilaian tingkat risiko
atau tingkat kesehatan;
dan/atau
• Pelaksanaan penilaian
kembali Pihak Utama
LJKNB
Full Fledge dan UUS
Laporan Pelaksanaan
Program Pengembangan
Kemampuan dan
Pengetahuan Tenaga Kerja
Tahunan Pasal 16 POJK
28/2014
• Peringatan
• Pembekuan Kegiatan
Usaha
• Pencabutan Izin Usaha
Full Fledge, biasanya
disampaikan
bersamaan dengan
Rencana Bisnis
 


	27. LAPORAN NON KEUANGAN
NAMA  LAPORAN PERIODE
PENYAMPAIAN
DASAR HUKUM SANKSI KETERANGAN
Laporan Penunjukan AP/KAP Tahunan Pasal 28 ayat (1)
huruf a POJK
13/2017
• Sesuai Pasal 33 ayat (3),
dalam hal terlambat
menyampaikan laporan
dikenakan sanksi
administratif berupa
denda masing-masing
sebesar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) per
hari maksimal
Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah) per laporan
• Sesuai Pasal 33 ayat (4)
POJK 13/2017, dalam
hal tidak menyampaikan
laporan dikenakan
sanksi administratif
berupa denda masing-
masing sebesar
Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah) per laporan.
Full Fledge
 


	28. LAPORAN NON KEUANGAN
NAMA  LAPORAN PERIODE
PENYAMPAIAN
DASAR HUKUM SANKSI KETERANGAN
Laporan Hasil Evaluasi Komite
Audit
Tahunan Pasal 28 ayat (1)
huruf b POJK
13/2017
• Sesuai Pasal 33 ayat (3),
dalam hal terlambat
menyampaikan laporan
dikenakan sanksi
administratif berupa denda
masing-masing sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per hari maksimal
Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah) per laporan
• Sesuai Pasal 33 ayat (4)
POJK 13/2017, dalam hal
tidak menyampaikan
laporan dikenakan sanksi
administratif berupa denda
masing-masing sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) per laporan.
Full Fledge
 


	29. LAPORAN NON KEUANGAN
NAMA  LAPORAN PERIODE
PENYAMPAIAN
DASAR HUKUM SANKSI KETERANGAN
Laporan Rencana Kegiatan
Pengkinian Data
Tahunan Pasal 62 ayat (1)
POJK 12/2017
sebagaimana telah
diubah melalui
POJK 23/2019
Denda sebesar Rp50.000,00
(lima puluh ribu rupiah) per hari
keterlambatan per laporan dan
paling banyak sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah)
Full Fledge
Laporan Realisasi Kegiatan
Pengkinian Data
Tahunan Pasal 62 ayat (1)
POJK 12/2017
sebagaimana telah
diubah melalui
POJK 23/2019
Denda sebesar Rp50.000,00
(lima puluh ribu rupiah) per hari
keterlambatan per laporan dan
paling banyak sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah)
Full Fledge
Laporan Debitur melalui Sistem
Layanan Informasi Keuangan
(SLIK)
Bulanan Pasal 8 POJK
18/2017
sebagaimana telah
diubah melalui
POJK 64/2020
Denda Full Fledge dan UUS
 


	30. LAPORAN NON KEUANGAN
NAMA  LAPORAN PERIODE
PENYAMPAIAN
DASAR HUKUM SANKSI KETERANGAN
Laporan Layanan Pengaduan Triwulanan Pasal 43 POJK
18/2018 Tentang
Layanan
Pengaduan
Konsumen di
Sektor Jasa
Keuangan
terlambat menyampaikan
laporan dikenakan denda
sebesar sebesar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) per hari
keterlambatan laporan dan
paling banyak sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah)
Full Fledge dan UUS
Laporan Rencana Literasi dan
Inklusi Keuangan
Tahunan
(dilaporkan
bersamaan dengan
rencana bisnis)
Pasal 24 POJK
76/2016, SEOJK
30/2017 dan
SEOJK 31/2017
Sanksi Lisan; dan
Sanksi Peringatan Tertulis.
Full Fledge
Laporan Realisasi Literasi dan
Inklusi Keuangan
Semesteran
(dilaporkan
bersamaan dengan
realisasi rencana
bisnis)
Pasal 26 POJK
76/2016, SEOJK
30/2017 dan
SEOJK 31/2017
Sanksi Lisan; dan
Sanksi Peringatan Tertulis.
Full Fledge
 


	31. LAPORAN NON KEUANGAN
NAMA  LAPORAN PERIODE
PENYAMPAIAN
DASAR HUKUM SANKSI KETERANGAN
Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan
Tahunan
(dilaporkan
bersamaan dengan
rencana bisnis)
Pasal 4 POJK
51/2017
teguran atau peringatan tertulis Full Fledge
Laporan Berkelanjutan
(Sustainability Report)
Tahunan Pasal 10 POJK
51/2017
teguran atau peringatan tertulis Full Fledge
Laporan Evaluasi Pemenuhan
Prinsip Syariah oleh DPS
Tahunan Pasal 3 ayat (3)
POJK 10/2019
Full Fledge dan UUS
 


	32. Syariah
TERIMA KASIH
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